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ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TAMBAHSARI
bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
scbagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa
dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab
untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat
Desa;
bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan
kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa
berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi,
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
dan kemandirian schingga menciptakan landasan
kuat dalam melaksanakann pemerintahan dan
pembangunan menuju masyarakat yang adil,
makmur, dan sejahtera;
bahwa untuk melaksnakan ketentuan Pasal 37
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan
Desa, Bupati/Wali Kota dapat mendelegasikan
evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
kepada camat atau sebutan lain, Camat memutuskan
dengan Surat Keputusan Camat Limbangan Nomor :
140/45/2019 Tanggal 17 Desember 2019 tentang
Evaluasi Peraturan Desa Tambahsari, tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf ab dan ¢ maka perlu
menetapkan Peraturan Desa Tambahsari Kecamatan
Limbangan Kabupaten Kendal tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;



Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Kabupaten Kendal scbagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang pembentukan Daerah Tingkat 11 Batang
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten
dalam Lingkungan Propinsi Kendal (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 757);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara RKepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950
Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/
Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomer 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6
tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Femerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan
di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal
Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015
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tentang Pedoman Tata tirth dan Mekanisme
Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 159);
Peraturan Menteri  Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015
tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) scbagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun
2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193
/PMK.O7 /2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun
2016 tentang Penectapan Desa di Kabupaten Kendal
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016
Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 152);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun
2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E
No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Nomor 157);

Peraturan Dacrah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kendal ([Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Nomor 159);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun
2018 Tentang Badan Permusvawaratan Desa:
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Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 21 Tahun
2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 2 1);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten
Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016
Nomor 16 Seri E No. 15);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2018
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah  Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 80);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana
Desa Setiap Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran
2019 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019
Nomaor 4);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 11 Tahun 2019
Tentang Standarisasi Biaya Dalam Penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2019:
Peraturan Bupati Kendal Nomor 15 Tahun 2019
Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal
Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian
Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa
Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2019:

Peraturan Bupati Kendal Nomor 19 Tahun 2019
Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Yang
Dibiayai Dari Dana Desa Di Kabupaten Kendal Tahun
Anggaran 2019;

Peraturan Bupati Kendal Nomor 30 Tahun 2019
Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal
Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penghasilan Tetap,
Tunjangan, Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi
Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten
Kendal

Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2019
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Kendal Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara
Pengalokasian Dan Penyaluran Bagian Dari Hasil
Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di
Kabupaten Kendal

Peraturan Bupati Kendal Nomor 36 Tahun 2019
Tentang Pungutan Desa Di Kabupaten Kendal

Peraturan Bupati Kendal Nomor 59 Tahun 2019
Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 Tentang
Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Kendal
Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2018 Tentang



Menetapkan
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Perubahan Atas Peraturan Dacrah Kabupaten Kendal
Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa
Di Kabupaten Kendal

Peraturan Desa Tambahsari Nomor 02 tahun 2017
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa Tambahsari 2017-2022 (Lembaran Desa
Tambahsari Tahun 2017 Nomor 002);

Peraturan Desa Tambahsari Nomor 02 tahun 2019
tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul
dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa
Tambahsari (Lembaran Desa Tambahsari Tahun 2019
Nomor 002);

Peraturan Desa Tambahsari Nomor 03 tahun 2019
tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tambahsari
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Tambahsari
Tahun 2019 Nomor 003).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAMBAHSARI TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019
dengan rincian sebagai berilout:

1 Pendapatan Desa Rp. 1.378.121.372,-
a. Pendapatan Asli Desa Rp. 33.000,000,-
b. Pendapatan Transfer Rp. 1.342.421.372,-
c Lain-lain Pendapatan yang  Rp. 1.500.000,-
sah
2. Belanja Desa
a, Bidang Penyelenggara Rp. 454.136.524 .-
Pemerintah Desa
b.  Bidang Pembangunan Desa Rp. 807.135.900,-
£ Bidang Pembinaan Rp. 33.000.000,-
Kemasyvarakatan
d. Bidang Pemberdayaan Rp. 154.364.000, -
Masyarakat
e. Bidang Tak Terduga Rp. -
Jumlah Belanja Rp. 1.448.636.424 -
Surplus/ Defisit Rp.
3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayvaan Rp. 72.015.052,-
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. -
Pembiayaan Netto Rp. T2.015.052,-
Sclisih Pembiayaan {a— b)) Rp.



Pasgal 2
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Desa ini;:

Pasal 3
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat-
a. APB Desa;
b. Daftar penyertaan modal, jika tersedia;
C. Daftar dana cadangan, jika tersedia: dan
d Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun
anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang
Peryabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai
landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

(1)  Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk
penanggulangan  bencana, keadaan darurat, dan
mendesak,

(2)  Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

(3) Pemerintah Desa  dapat  melakukan kegiatan
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan
mendesak yang belum tersedia anggarannva, yang
sclanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa
tentang perubahan APB Desa.

(4)  Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi kriteria:

4. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas
pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi
sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran
dalam rangka pemulihan wvang disebabkan oleh
kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan
sosial; dan

c. berskala lokal Desa

Pasal &
Dalam hal terjadi:
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan
Desa pada tahun berjalan;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran
antar objek belanja; dan



C. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya
dan menyebabkan SiL.PA akan dilaksanakan dalam tahun
berjalan.

kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan

melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang

Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa
Tambahsari.

Ditetapkan di : Tambahsari
pada tanggal : 30 Desember 2019
KEPALA DESA TAMBAHSARI

ttd/ cap stempel

Diundangkan di  : Tambahsari




KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA TAMBAHSARI KECAMATAN LIMBANGAN

KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 05 TAHUN 2019

TENTANG

KESEPAKATAN PENETAPAN PERATURAN DESA MENGENAI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Mengingat

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAMBAHSARI

&.

bahwa sesuai denpgan ketentuan Pasal 11 Peraturan
Bupat  Kendal Nomor 16 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan
Rencana Peraturan Desa tentang  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa [APBDesa):

bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana
dimaksud huruf (a) ditetaplan oleh Kepala Desa maka
perlu dibahas dan disepakati Rencana Anggaran dan
Pendapatan Desa antara kepala desa dan BPD sesuai
dengan berita acara musyawarah desa penyusunan
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun 2020

bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu
ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang
Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7 )

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor & Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539)scbagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa:



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

10.

11,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa:

Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan
Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah
Desa;

Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi
Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;

Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja
Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal:

Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017
tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan
Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita
daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 5
Seri E No. 27

MEMUTUSKAN

Kesepakatan Rancangan Rencana Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Desa Tahun 2020 Desa Tambahsari
Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal.

Menyepakati Rancangan Rencana Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Desa Tahun 2020 untuk kemudian ditetapkan
mertjadi Peraturan Desa.

Kesepakatan ini Berlaku Sejak Peraturan ini Ditetapkan.

Di Sepakati di : Tambahsari
Pada Tanggal : 30 Desember 2010

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA




KESEPAKATAN BERSAMA
PERATURAN DESA TENTANG APB DESA

BERITA ACARA
Nomor : 140 J 05 / TBS

Nomor : 140 / 05 / BPD

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA TAMBAHSARI KECAMATAN LIMBANGAN
KABUPATEN KENDAL

TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DESA TAMBAHSARI KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2020

Pada hari ini senin tanggal tiga puluh bulan desember tahun dua ribu sembilan belas,

kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. JIMAN :  Kepala Desa, dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Pemerintah Desa Tambahsari Yang
beralamat di Krajan Tambahsari RT 001 RW
001 Desa Tambahsari selanjutnya disebut

PIHAK FERTAMA.
2. SUTOPC ¢  Ketua BPD Desa Tambahsari
3. BAYU SETIAWAN i Wakil Ketua BPD
4. DW] EENAWATI :  Bekretaris BPD Desa Tambahsari

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Badan Permusyawaratan Desa Tambahsari

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA tclash membahas dan menyepakati Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa ( Rancangan APBDesa ) Tahun Angpgaran 2020
yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA dengan penyesuaian dan perubahan

sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini,

2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik evaluasi Rancangan APB Desa
Tahun Anggaran 2020 Sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Barita

Acara ini.

3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menetapkan Rancangan APE Desa Tahun
Anggaran 2020 yang telah selaras dengan penyesuaian dan perubahan
sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini
selambat- lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah ditandanganani Berita

Arcara ini.



4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat selambat- lambatnya 3
(tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah
pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan schagaimana mestinya.

Tambahsari, 30 Desember 2019
KEPALA DESA TAMBAHSARI

WAKIL KETUA BPD
DESA TAMBAHSARI

SEKRETARIS BPFD
DESA TAMBAHSARI

DWI ATI



BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

PEMBAHASAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APB

Desa 2019

Pada hari ini senin tanggal tiga puluh bulan desember tahun dua ribu
sembilan belas, bertempat di desa Balai Desa Tambahsari Kecamatan
Limbangan, Kabupaten Kendal dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan
Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa, dalam rangka
membahas Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, Dalam Rapat terscbut telah diperoleh
kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta
sebagai berilout ;

A. Menyepakati usulan kegiatan Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa
2020 Dengan Rincian Sebagai Berikut :
8. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
Program kesejahteraan Aparatur dan Lembaga Desa

1.

hal e

5.

Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Tambahan
Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
Operasional Pemerintahan Desa
Penyediaan Jaminan Sosial Kades dan Perangkat
Tunjangan dan Operasional BFD
Insentif/ Operasional RT/RW
Penyediaan Sarpras Pemerintah Desa
Penyediaan Sarana Kearsipan
Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintah Desa
Musyawarah Desa
Penyusunan RKPDesa
Penyusunan APBDesa
Registrasi Administrasi Pertanahan desa

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Sub Bidang Pendidikan

1.

4.

Peningkatan Gedung Prasarana PAUD
Operasional PAUD

Sub Bidang Kesehatan

Penyelenggaraan Poskesdes
Penyediaan PMT, Kelas Ibu Hamil dan Operasional Posyandu
Pelatihan Kader Kesehatan Tingkat Desa

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

=3

Rehab Situs Bersejarah Desa (Pemugaran Kali Sendang)
Pembangunan Saluran MD/ Sanitasi Selokan Jalan Dusun
Serang RT 03 RW 03
Lanjutan Pembangunan Gedung Balai Kemasyarakatan
L. Prekerjaan Penutup Dinding dan Pengecatan
ii. Pengecoran Lantai
ili. Pemasangan Instalasi Listrik
Sub Bidang Kawasan Permukiman
Pemugaran Rumah Tidak Lavak Huni



- Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa
5. Bub Bidang Komunikasi dan Informatika
- Program Pelatihan Jurnalis Desa
6. Sub Bidang Pariwista
- Program Pembentukan Kelompok Sadar Wisata

¢. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
1.  Program Pembinaan Lembaga
- Kegiatan Operasional PKK
- Kegiatan Operasional KPMD
- Kegiatan Operasional Karang Taruna
2. Bantuan Operasional Satlinmas/ Hansip

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
2. Peningkatan Produksi Pangan
3. Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
- Workshop Membatik
4. Penyuluhan Perlindungan Anak
- Seminar Bahaya Narkoba
5. Pendampingan Kelompok Ekonomi Produktif
Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) |

I. Ketua/ Anggota

2. Wakil Ketua/ Anggota

3. Sckretaris/ Anggota DWI ERNAWATI

4. Ketua Bidang 1/ Anggota SRI KISWINARNI

5. Ketua Bidang 2/ Anggota SARJONO



DAFTAR IR

ACARA : PEMBAHASAN PERATURAN DESA TENTANG
APB Desa 2019
DESA : TAMBAHSARI
KECAMATAN : LIMBANGAN
TANGGAL : 31 Desember 2018
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1 2 3 = .

I, | JIMAN Kepala Desa <
v RIZ(Q1 ELFIAN Sekretaris Desa
3. SASMOYO Kaur TU & Umum
4, JUMONO Kaur Keuangan
5. NURCHOLIP Kaur Perencanaan
6. NASIKIN Kasi Pemerintahan l

Kasi Pelayanan dan 1
s SOLICHIN Kesejahteraan

-
8, MIYATONO Kadus 1 Vb"
A W
9. | AHMAD SHAIFUDIN Kadus 2 (\ \
10. | SLAMET SUGIYONO Ketua LPMD ‘/ﬂ%—
7

11. | YUNI SUTARDI KPMD ﬁ
12. | BAROKAH Ketua PEE. [!N{}‘
13, | NORMAN YAJID Ketua Karang Taruna #ﬁ
14. | JUMALI Ketua RW 01 E: | "




o

15. | SLAMET DIRYO Ketua RW 02
16. | TUKARMAN Ketua RW 03 W
17. | MUJIYANTO Ketua RT 01 RW 01 =

LRL £
18, | SARJU AL BEJO Ketua RT 02 RW 01 4
19. | MUNTARNO Ketua RT 01 RW 02 @71

I
20. | AGUS SUPRIVANTO Ketua RT 02 RW 02
21. | SUMIDI Ketua RT 03 RW 02
72, | ROZIKIN Ketua RT 01 RW 03 W
23. | NURYASIN Ketua RT 02 RW 03 R}V
24. | SRIYATNO Ketua RT 03 RW 03 é‘“
& A

25, | MUCHLASIN Tokoh Masyarakat
26. | KUSMIN Tokoh Masyarakat k%
27. | ATIK WIDYANINGSIH Tokoh Perempuan g E
28. | SALBIYAH Tokoh Perempuan M

BPD Desa Tarmnbahsari
Sekretaris,

.

DWI ERNAWATI




LasdPIRAN

FERATURAMN DESA TAMBAHSAR
MHOMOR 05 TAHUMN 2043
TENTAMG

ANGEARAN PENDAPATAN DAN BELAMMA DESH

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TAMBAHSARI

TAHUN ANGGARAN 2020
KODE REK URALAN "‘?‘E:“" KETERANGAN
1 2 a : 4
4, PENDAPATAN
41 Pendapatsn Asl Desa 34,200,000, 00
4z Pentapaten Tramsfe: 1.342 421.372.00
43 Pandapatan Lain-lain .00
JUMLAH PENDAPATAR 1.376.621.372,00
B, BELAN.JA
E1. Bedanja Pogawai 258 543.000,00
52 Bedanja Barang dan Jass 242 808, 000,00
53 Befanja Modod BAT. 584 424,00
JUMLAH BELANJA 1.448.638.424,00
SURPLUS / (DEFISIT) (T2.015.062,00)
8. PEMBIAY AAN
8.1 Penesimaan Pembiayaan F2.016.062.00
B1.1 SILPA Tahun Sebelumnys T raaws0s20 |
PEMBIAYAAN METTC TLAE.082,00
|_ SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN F:
I 77122010 0% 2 7% Hataman 1




LAMPIRAN

PERATURAMN DESA TAMBAHSAR

HOMOR 05 TAHUM 2018

TENTANG

ANGEARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DES/

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA TAMBAHSAR]
TAHUN ANGGARAN 2020
B URAIAN ANGGARAN | sumBeRDANA
1 2 3 F B
4. | PENDAPATAN
4.1 Pendepatan Asli Desa 3o 200,000, 00
4.2, Pandapatan Trensfar 1.342.421,372,00
4.3, Pendapatan Lain-lain 0,0
JUMLAH PENDAPATAK 1.376.621.372,00
&
1 454,136 524,00
11 Balanja Siltap, Tunfangan dan Operasional A08.082.152,00
Pamarintahan Desa
1.1.01 Panyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepaia Dosa 45.000.000,00 | ADD
1101 | 54 Bolanja Pegawei 45,000, 000,00
1.1.02 Ponyediasn Panghasilan Tetap dan Tunjangan Peranghst Desa 245.220.200,00 | aoo
1102 | 54 Balinia Pegawal 245.220.200,00
1.1,08 Peryediaan Jeminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 26.122.500,00 | AnD
1103 | 51, Balanja Pegawai 26122 800,00
1.1.04 E«-ﬂum Operasional Pemerintah Desa (ATK, Hanor PEPKD dan PPK 34.748,152.00 | ADD. DLL, PAD, T
1104 | 52 Belanja Barang dan Jasa 33,2684, 000.00
1104 | 53 Belanja Modal 1455 152,00
1.1.06 Penyadiaan Tunjangan BPD 10.500.000,00 | Apo
1,1.08 | 81, Beldrga Pagawal 10500000, 00
1.1.08 Penyadiaan Oparasional BPD (rapat, ATE. Makan Minum, Pakaian Serge 2.500.000,00 | ADD
m, Listrix dil}
1108 | 52 Befanjs Bargng dan Jasa 2.500.000,00
1.1.07 Penyediaan nsentfOperasional RTAW 13.200.000,00 | ADD
1107 | 52 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000.00
1184 Feeyediaan Tambahar Turjangan bagi Kepala Desa (hasd pangelolsan ia T.E00.000,00 ( Pao
nah Bangkok)
1181 | 84 Belarja Pagawal 7. 200.000,00
1.1.62 Panyadiaan Tambahan Tunjangan bagl Perangkad Desa (hasil pengaloizan 24.800.000,00 | PaD
tamah Berghok)
14182 | 51. Bodanjs Pegawai 24.600.000,00
1.2 Peryodiaan Sarana Prasarans Pemerintahan Desa 29.019.372,00
1zm Penyediaan Sarana (Asal Tatap) PerkartoranPamerintahan 29.019.372,00 | ADD, PEH
1201 | 53 Belanja Modal 28.048.372.00
1.3, Pongelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik 1.500.000,00
dan Kaarsipan
1.3.03 Pangelolaan Adminstrasd dan Keansipan Pemenntahan Desa 1.500.000,00 | PBH
1,003 | 572, Balanja Barang dan Jlsas 1.600.000, 05
14 Penyolanggaraan Tats Praja Pemerintahan, Perencansan, Keuangsn 7.525.000,00
dan Petaporan
T =201 06 2629 —




mﬂlﬁm URALAN “ﬁ:’:‘" SUMBERDANA
1 F k| 4 5

1.4.01 Penyelinggarasn Musyewarah Perencanasn Dasa/Pamsishasan 4P80as | 2700.000,00 | aDD
Reguler)

1401 | 52 Betanja Barang dan Jasa 2.700.000,00

1403 Penyusunan Dokumen Parencanaan Dess (RPMDesaRKPDasa dil) 2.000.000,00 | ADD

1403 | 52 Baleria Barang dan Jasa 2,000 000, 00

1404 Twn Dakumen Keusngan Desg (APBDes, APBDes Parubaban, LP 2000.000.00 | ADD

1404 | 82 Belanja Barang dan Jasa 2.000,000.00

1.4.05 Pangeiolsan Adminisiresd! ImeertarisasiPenilaian Aset Desa BZE.000.00 | Pisd

1408 | 52, Belarga Barang dan Jasa B25.000,00

15 Sub Bidang Pertanahan 7.000.000,00

15.02 Acminisirasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pamberian Registres] Ag T.000.000,00 | FBNH
anda Pertanahan)

1502 | 52 Balanis Barang dan Jess ¥.000.000,00

2 T79.135.800.00

1. Sub Bidang Pendidikan 15.000.000,00

2.1.02 Dukungan Penyeisnggaran PALID (APE, Sarana PALID dst) 5.000.000,00 | Dos

2102 | 52 Balanja Barang dan Jasa 1.500.000,00

21 | 5a Belarga Modal 5 500.000,00

2.1.08 Pembangunan/RatabiltasiPeningkatanPengadaan SamnaPresaranaiiis 10.000.000,00 | DDS
I Parega

2106 | 53 Bedanja Modai A DO DG 00

21 Sub Bidang Kesehatan 32.000.000,00

22m Wrm Pos Kesahatan Desa/’Polindes Mk Dess (obat, Ingantif, F.000.000,00 | Dos

2201 | 52 Balanjs Barang dan lasa .000.000,00

2202 Panyelanggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumi, Lamséa, insentf) 13.000.000,00 | Dos, Pee

2202 | 52 Beianja Bargng dan Jasa 13,000, 000,00

2203 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesahatan (Untuk Masy, Tenaga dan ¥a 12.000.000.00 ( DDS
der Kasshatan oif)

220 | 52 Belarja Barang dan Jasa 12.000.000, 00

2.3 Bub Bidang Pekerjaan Umum dan Penatzan Ruang B8 BT2.500,00

2307 Pamaliharsan Pemakaman (Situs BersojarenPeiszan Mk Desa T9.750,000,00 | oos

2107 | 82, Batahja Modal T8, 750, 000000

2314 afRehabiitas/Paningkalan Prasarana Jalsn Desa (Gorong, & 5671600000 | DS
elokan dif)

2314 | 53 Eizlania Modal 56. 718000, 00

2415 wmmmmn Batai DesaBalal Kemasyarakatan 408 408.900,00 | Dos

2315 | 83 Betanja Modal 408 406 900,00

24 Suh Bidang Kawnsan Pamukiman 171263, 000,00

2.4.01 Dukungan Felaksanaan Frogram Pembangunan/fnhad Fumah Tidak Leya 30.000.000,00 | Fap
k Huni GAKIN

240 | 53 Bedan|a Basang dan Jasa 30.000.030.00

2411 wmmmﬂ Sumber Alr Bersif Miik Desa (Dip 1100826.000,00 | DoS, PEF

2411 | 52 Bielanja Barang dan Jesa S00,000,00

2411 | 53 Baelarga Modal T10.1.25.000,00

2412 mﬂmmmumlmm Alr Bernil ke Rumah 30.838.000,00 | DDE

2412 | 53 Balanja Maod el 30.628,000,00

SR =112:2019 0% 20 29 Hsiaman 2




KODE ANGGARAN
BEKENING URAIAN [ Rp ) SUMBERDANA
1 2 3 4 8
8. Sub Bidang Pariwisats 16, 000.030,00
28.58 Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Parwisats 16.000 000,00 | Dos
2899 | 52 Balarga Barang dan .Jasa 16.000.000,00
3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN #3.000.000.00
3.1 Sub Bidang Ketorteraman, Ketortiban Umum dan Perfindungan A.000.000,00
Masyarakat
31.1.99 Lain-laéin Kagistan Sub Bidang Ketemteraman, Keterhan Umum dan Parsn 500000000 | pRsd
dursgan Masyarakat
inge | 52 Balanja Barang dan Jass 4. 400,000, 60
3188 [ 53 Betanja Modsi 500, (0,00
k-2 Sub Bideng Kabudaysan dan Keagamaan 10.000.000,00
3.2.03 Paryelonggaran Fesiival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kapamaan (ML 100000.000,00 | PBH
T Rl Raya Kaagamaan dif}
3208 | 52 Bedanja Baming dan Jass 100000.000,00
13 Sub Bidang Kepemudasn dan Clahraga 3000000, 50
1308 Pembindan Karanglanina®iub KepemudasnTishraga Tingkad Desa 3.0000000,00 | ADD
3306 | 82 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00
34 Sub Bidang Kelombagasn Masyarakat 15.000,000,00
3403 Pambinsan PEK 10.000.000,00 | Apo
3403 | 52 Betanja Barang dan Jasa 10.000. 000,00
3451 Pembinsan dan Operasional KPMD 5.000.000,00 | pEe
3491 | 52 Ewplania Barang dan Jasa 5.000.000,00
. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 83 384,000.00
4.3 Suly Bidang Pertanian dan Peternakan 117.354.000,00
4 206 Pembangunsn Sahsan kigas| TemenSedarhana TIT.364.000,00 | oo
4208 | 53 Balanja Modal 117 364.000,00
4.3, Sub Bidang Peningkatan Kapasitss Aparatur Desa 45.000.000,00
4385 Lair-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasiies Aparatur Desa 18.000.000,00 | obs
4358 | 83 Balanja Barang dan Jasa 15.000.000,00
4.4, Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan 32.000.000,00
Keluarga
4.4.010 Pedatitan don Panyuluban Pemberdayaan Perempuan 16.0000000,00 | oo
4401 | 52 Belanjs Barang dan Jasa 16.000.000,00
44,07 Pefatihan dan Penyulihan Pesdindungan fnek 16.000.000,00 | DDS
4402 | 52 Belaris Barang dan Jasa 16,000,000, 00
4B Sub Bidang Dukungan Penanaman Modsl 16,0040, 00, 00
4. 6.5 Lain-lain Keglatan Sub Bideng Dukisgan Peranaman Modal 18.000.000,00 | Dos
48559 | 52 Belanja Bamng dan Josa TE000. 000,00
4T Suir Bidang Pordagangan dan Perindusirian 2.000.000,00
4704 Pembeniukan'FasilitasiPelalihanPendampingan kelompok usaha skamom 2.000.000.00 | DDs
| e il
4704 | 5.2 Batanja Barang dan Jasa 2.000.000.00
JUMLAH BELAHIA T.4d 8 B35 424,00
SURFLUS 1 |DEFISIT) (T2.04 5,052, 00)
PEMBIAYAAN
i, Penanmaan Permbiayasan 72.018.082,00
PEMBIAYAAN NETTC TL.0H5.052,00
—_— — L——
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REXENING URAIAN

(Rp)

SUMBERDANA

1 2 3

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAR

== o — - — - — _
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